PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 24/PJ/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-38/P1/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.

bahwa sehubungan dengan belum tersedianya Kode Jenis Setoran khusus untuk penyetoran PPh Pasal
4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu, Kode Jenis Setoran khusus untuk penyetoran PPh penghasilan kontraktor

di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis dan penghasilan
kontraktor dari pengalihan participating interest, dan Kode Jenis Setoran khusus untuk penyetoran PPN
melalui penebusan stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman suara atau gambar, perlu
membuat Kode Jenis Setoran (KJS) untuk kedua hal tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-38/PJ]/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

Mengingat :

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker Dalam
Pemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Produk Rekaman Suara;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan
Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-148/PJ]./2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan
Negara;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/PJ]./2002 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran,
Warna, Isi, dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Dasar Pengenaan Pajak Untuk
Menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Penunjukan
Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai serta
Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-5/P1/2008;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ./2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Produk Rekaman Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/P]/2008.

MEMUTUSKAN:

TaxBase 6.0 - fujitsu



Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-38/P1/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

Pasal I
Menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 8 Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final dan
menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 14 Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri
dalam Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/P]/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2013
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd

A. FUAD RAHMANY

TaxBase 6.0 - fujitsu
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 24 /PJ/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
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Lampiran

Peraturan Direktur \ﬁel{xderal Pajak
Nomor : PER- /PJ/2013
Tanggal y 2 Juli 2013

TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

8. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Penerbangan Luar Negeri

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
199 Pembayaran Pendahuluan [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan
skp PPh Final pajak PPh Final.
300 STP PPh Final untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/disetor
yang tercantum dalam STP PPh Final.
SKPKB PPh Final Pasal 4 . . .
310 ay\at ) mal asa untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2).
311 SKPKB PPh Final Pasal 15 |untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15.
319 SKPKB PPh Final Pasal 19 [untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19.
SKPKBT PPh Final Pasal 4 ) 2 :
320 ayat (2) untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
- - tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2).
321 SKPKBT PPh Final Pasal 15{ untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15.
392 SKPKBT PPh Final Pasal 19| untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19.
Pembayaran atas Surat
gipsstt\;(searizasrzzemlan, untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
390 Keberatarr)l Putusan tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Banding e;tau Putusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Peninjauan Kembali
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
401 atas Diskonto/Bunga untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Obligasi dan Surat Utang [ diskonto/bunga obligasi dan Surat Utang Negara
Negara
i ptpqh i,’::lﬁf‘sf:l L}-Ei{(a;t(fs) untuk pembayafatt PP Finaf Pasal'4 hyat12) atas Pengalihan Hak
f;‘z;rxsaih df:x/a;au B‘angucnan atas Tanah dan/atau Bangunan
D TN nQr Qe r
403 ;iahs rl‘;:rzlci:;:: ?a:::;t () untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan
dan/atau Bangunan Tanah dan/atau Bangunan.
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
404 atas Bunga Deposito / untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga
Tabungan, Jasa Giro dan | deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.
Diskonto SBI
405 sihg I;—;zgiaia;ar{ciaaga[ (2) untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian.
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
406 atas Transaksi Saham, untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi
Obligasi dan sekuritas saham, obligasi dan sekuritas lainnya, dan di Bursa.
lainnya di Bursa.
407 Pi”h };)lngl P?Salgaﬁ);?; @) untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan
;;}Zigmua = Saham Pendiri.
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
408 atas Penjualan Saham untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan
Milik Perusahaan Modal saham milik Perusahaan Modal Ventura.
Ventura
400 PPh Final Pasal 4 ayat (2) |untuk pcmbayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa
atas Jasa Konstruksi konstruksi.
410 55:211?};21&: Z?:il é;:;ﬂs untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam
Negeri Y negeri.
411 ESEaF;’ZlaalyZ?zil (}::}L:;u untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pclayaran

dan/atau penerbangan luar negeri.




413

PPh Final Pasal 15 atas
Penghasilan Perwakilan
Dagang Luar Negeri

untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan
perwakilan dagang luar negeri.

414

PPh Final Pasal 15 atas
Pola Bagi Hasil

untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas pola bagi hasil.

415

PPh Final Pasal 15 atas
Kerjasama Bentuk BOT

untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kerjasama bentuk
BOT.

416

PPh Final Pasal 19 atas
Revaluasi Aktiva Tetap

untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap.

417

PPh Final Pasal 4 ayat (2)
atas Bunga Simpanan
Anggota Koperasi yang
Dibayarkan kepada Orang
Pribadi

untuk Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga
Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang
Pribadi

418

PPh Final Pasal 4 ayat (2)
atas penghasilan dari
transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa

untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan
yang diterima dan/atau yang diterima dan/atau diperoleh orang
pribadi atau badan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan
di bursa

419

PPh Final Pasal 17 ayat
(2¢) atas penghasilan
berupa dividen

untuk pembayaran PPh Final Pasal 17 ayat (2¢) atas dividen yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

420

PPh Final Pasal 4 ayat (2)
atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu

untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

421

PPh Final atas Uplift dan
Pengalihan Participating
Interest di bidang usaha
hulu minyak dan gas bumi

untuk pembayaran PPh Final atas penghasilan kontraktor di
bidang usaha hulu minyak dan gas bumi berupa uplift atau
imbalan lain yang sejenis, dan penghasilan kontraktor dari
pengalihan participating interest.

499

PPh Final Lainnya

untuk pembayaran PPh Final lainnya

500

PPh Final atas
pengungkapan
ketidakbenaran

untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor
yang tercantum dalam SPT PPh Final atas pengungkapan
ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501

PPh Final atas penghentian
penyidikan tindak pidana

untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor
yang tercantum dalam SPT PPh Final atas penghentian
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510

Sanksi administrasi berupa
denda atau kenaikan atas
pengungkapan
ketidakbenaran pengisian
SPT PPh Final

untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh
Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP:

Sanksi denda administrasi
berupa denda atas
penghentian penyidikan
tindak pidana di bidang
perpajakan.

atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas
penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang
KUP.




14. Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

berupa denda atau
kenaikan atas

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 Sctore}n Masa PPN Dalam |untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang
Negeri tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
Setoran PPN BKP tidak untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak
101 berwujud dari luar Daerah |berwujud dari luar Daerah Pabean.
Pabean
102 Setoran PPN JKP dari luar |untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari
B Daerah Pabean luar Dacrah Pabean.
103 Setoran-Kegratan-Mem-= untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun
bangun Sendiri Sendiri.
Setoran Penyerahan Aktiva
yang menurut tujuan untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang
semula tidak untuk menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
104 diperjualbelikan
Setoran Atas Pengalihan
Aktiva Dalam Rangka untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva
Restrukturisasi dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
Perusahaan
Penebusan Stiker Lunas
105 PPN atas Penyerahan untuk pembayaran pajak untuk Penebusan Stiker Lunas PPN
Produk Rekaman Suara atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar.
atau Gambar
199 Pembayaran Pendahuluan |untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan
skp PPN Dalam Negeri pajak PPN Dalam Negeri.
. untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
= RIP RPN Dalam Nege tercant‘zxm dalam S’IJ‘P PPN Dalagm Negeri.
310 SKPKB PPN Dalam Negeri |untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
) tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri.
SKPKB PPN Pemanfaatan [untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
311 BKP tidak berwujud dari tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan BKP tidak
luar Daerah Pabean berwujud dari lnar Daerah Pabean.
312 SKPKB PPN Pemanfaatan |untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
JKP dari luar Daerah tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar
Pabean Daerah Pabean.
313 SKPKB PPN Kegiatan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Membangun Sendiri tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
SKPKB Pemungut PPN untuk pembayaran jurr‘ﬂah vang masih barps dibe_a.yar yang
314 . tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban
Dalam Negeri
pemungut.
P . |untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
320 AEPEEY PEN Distass Mager tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri.
SKPKBT PPN Pemanfaatan |untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
321 BKP tidak berwujud dari tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak
h luar Daerah Pabean berwujud dari luar Daerah Pabean.
SKPKBT PPN Peman- untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
322 faatan JKP dari luar tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari luar
Daerah Pabean Daerah Pabean.
N SKPKBT PPN atas Kegiatan Llnvtllk pcmbuyarari Jleldh vang mz.\sih ljarus dibayar yang
323 < tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun
Membangun Sendiri & e
Sendiri.
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
324 SHIHBIR Pemungtl[ i tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi
Dalam Negeri K oz
ewajiban pemungut.
Pembayaran atas Surat
Keputusan Pembetulan, untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
390 Surat Keputusan tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keberatan, Putusan Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Peninjauan Kembali
N untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus diseter
500 ok Dalakr? REGETLAAR yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas
}gzaigﬁgcx‘ig:‘n pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
. untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor
501 ik Dalam Negen» SRR yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian
penghcnpan Pesyidim bcnyidikun tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tindak pidana 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510 Sanksi administrasi untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau

kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
Masa PPN Dalam Negeri secbagaimana dimaksud dalam Pasal 8




pengungkapan
ketidakbenaran pengisian
SPT Masa PPN Dalam
Negeri

ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

Sanksi denda administrasi
berupa denda atas

atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas

: ey penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
S5 genghen_nan pe?qulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-
tindak pidana di bidang
; Undang KUP.
perpajakan
900 Pemungut PPN Dalam untuk penyetoran PPN dalam neger yang dipungut oleh

Negeri

Pemungul.
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